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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF WEALTH GOVERNMENTAL EXPENDITURE AND
INTERGOVERNMENTAL REVENUE TO FINANCIAL PERFORMANCE
OF LOCAL GOVERNMENT IN LAMPUNG 2013-2016

By
MELINDA DEBORAH TAMARA

This study aims to determine the affect of wealth, governmental expenditure, and
intergovernmental revenue to financial performance in local governemnts in
Lampung Province 2013-2016. The sampling method used in this research was
purposive sampling of 14 local governments. The collected data were analyzed by
using classic assumption, then by hypothesis test. SPSS version 22 software was
used in analyzing the data The research showed that independent variable could
describe the dependent variables up to 9,4%, while the rest (91,6%) was
described by other factors.The result of this study found that wealth does not
affect financial performance. While governmenal expenditure and
intergovernmental revenue have significant positive influence toward financial
performace.

Keywords: Financial Performance, Wealth, Gover nmental Expenditure,
Intergovernmental Revenue



ABSTRAK

PENGARUH KEMAKMURAN BELANJA DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2013-2016

Oleh

MELINDA DEBORAH TAMARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemakmuran, belanja daerah,
dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2016. Metode sampling yang
digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah total kabupaten/kota sampel
sebanyak 14 kabupaten/kota.. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan
uji asums klasik terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis.
Software yang digunakan dalam mengolah data adalah SPSS verss 22.Hasil
penelitian menunjukan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel
dependennya sebesar 9,4%; dan sisanya sebesar 91,6% dijelaskan oleh faktor-
faktor lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemakmuran tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di
Lampung. Sedangkan variabel belanja daerah dan dana perimbangan berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provins
Lampung.

Kata Kunci: kinerja keuangan, kemakmuran, bel anja daerah, dana perimbangan
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengel ola pemerintahannya terkhusus
dalam keuangannya dapat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang tercermin dalam pembiayaan pel aksanaan tugas
pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sehingga
pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD
ini kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik (Indrawan,
2013). Daam pengel olaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan
ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan (BPS
Provinsi Lampung, 2015). Peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi

pengel olaan keuangan daerah dapat dilihat dari diterbitkannya Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
Akan tetapi dalam pelaksanaan pengel olaan, masih terdapat daerah yang belum
dengan baik berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas (Ruslan, 2013).
Permasal ahan dalam pengel ol aan keuangan daerah masih banyak terjadi di
beberapa pemerintah daerah di Indonesia salah satunya mengenai pendapatan adli
daerah (PAD). Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator

penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan



otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan

terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai
pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri (BPS Provinsi Lampung, 2015).
Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung mampu meningkatkan PAD. Hal
ini ditunjukkan oleh tabel 1.1 yaitu realisasi PAD selalu mengalami pertumbuhan
dari tahun 2013-2016. Selain itu, BPPK Kementerian Keuangan mengatakan perlu
adanya optimalisasi PAD untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah

(www.bppk.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1 Realisas Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung Tahun 2013-2016

REALISAS

2013 2014 2015 2016
PENDAPATAN 13.386.204.230 | 15.007.794.005,18 | 17.374.445.306,07 | 19.923.291.593,54
DAERAH
PENDAPATAN 876.897.020 1.174.862.546,34 | 1.276.832.335,17 | 1.435.883.055,93
ASLI DAERAH
DANA 10.336.146.560 | 11.243.462.592,67 | 12.165.893.796,58 | 15.466.993.681,46
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN 2.173.160.650 2.659.468.866,17 | 3.931.719.174,32 | 3.020.414.856,15
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
BELANJA 13.478.290.360 | 14.539.991.328,51 | 17.035.693.396,35 | 19.725.202.832,37
DAERAH
BELANJA TIDAK 7.423.690.040 8.093.046.239,68 | 9.334.799.715,00 | 11.124.093.629,59
LANGSUNG
BELANJA 6.054.600.320 6.446.945.088,83 | 7.700.893.681,35 | 8.601.109.202,78
LANGSUNG

Sumber: Bps (diakses tgl 14/01/2018)

Permasal ahan lainnya yaitu pemerintah daerah masih sangat bergantung pada

dana bantuan pusat. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki

dana perimbangan yang masih jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah Provinsi Lampung memiliki ketergantungan yang cukup besar

terhadap dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang

ditunjukkan dalam tabel 1.1.




Kualitas belanja daerah dalam APBD selamaini dianggap masih lemah, yang
ditandai dengan indikasi belanjatidak langsung selalu lebih besar daripada belanja
langsung. Belanja langsung dianggap sebagai belanja pemerintah daerah yang
mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan
akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah
(Djpk, 2014). Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki realisas
belanjatidak langsung yang lebih besar dibandingkan dengan belanjalangsung
seperti yang ditampilkan dalam tabel 1.1. Realisasi belanja daerah pemerintah
kabupaten/kota Provinsi Lampung 2013-2016 selalu mengalami kenaikan.
Semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin
tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang
mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Akan
tetapi peningkatan belanja daerah ini tidak mencerminkan kinerja keuangan yang
semakin baik ditunjukkan melalui analisis kinerja keuangan dengan menggunakan
rasio efisiensi PAD, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian dalam tabel 1.2.
Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwarasio efisienss PAD 2013-2016 lebih
dari 90% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang efisien. Rasio
efisiensi PAD ini dapat dihitung dari total realisasi belanja daerah dibandingkan
dengan total realisasi pendapatan daerah. Rasio ketergantungan dapat dilihat dari
perbandingan antara dana perimbangan dengan total pendapatan. Rasio
ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung lebih dari 70% yang artinya
pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Menurut
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti

pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan



sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian
keuangan dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan. Berdasarkan
kriteriatingkat kemandirian menurut Halim maka tingkat kemandirian pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung tergolong rendah sekali yaitu sebesar 7%

dengan pola hubungan instruktif.

Tabel 1.2 Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provins Lampung
Tahun 2013-2016

2013 2014 2015 2016
Rasio Efisiensi PAD 100,69% | 96,43% | 98,05% | 99%
Rasio Ketergantungan | 77,21% | 74,57% | 70,02% | 77,63%
Rasio Kemandirian 6,55% 7,719% | 7,35% | 7,2%

Sumber: Bpsdata diolah (diakses tgl 14/01/2018)

Tabel 1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian | Kemampuan Keuangan | Pola Hubungan
0-25 Rendah Sekali Instruktif
25-50 Rendah Konsultatif
50-75 Sedang Partisipatif
75-100 Tinggi Delegatif

Sumber: Halim, 2004

Penelitian sebelumnya mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah
di Indonesiatelah dilakukan oleh Kusuma dan Handayani (2017) dengan
menggunakan limavariabel yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah,
kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, leverage dan belanja
daerah. Hasilnya menunjukkan kemakmuran dan belanja daerah memiliki
pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ukuran
pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan leverage
tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013)



menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini
audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan
jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah, serta ukuran legidatif dan temuan audit berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sementara
itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisdayani (2016)
belanjamodal daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Hasil penelitian
Linet. al. (2010) dan Ryan menyatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di China.

Oleh karena adanya fenomena yang terjadi dan juga ketidakkonsistenan antara
penelitian sebelumnya maka penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh
Kemakmuran, Belanja Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masal ah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah di Lampung?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah di Lampung?



3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah di Lampung?

1.3  Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian

ini adalah sebagal berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kemakmuran terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah di Lampung.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh belanja daerah terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah di Lampung.

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah di Lampung.

14 Manfaat Pendlitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi sebagai

berikut:

141 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan mengena pengaruh kemakmuran, belanja daerah, dan dana

perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan pemerintah
dalam menentukan kebijakan kinerja keuangan daerah.

b. Bagi pendliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber
referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya
yang berkaitan dengan pengaruh kemakmuran, belanja daerah, dan dana
perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.

c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengena pengaruh kemakmuran, belanja daerah, dan dana

perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Anthony dan Govindarajan (2005) menjelaskan teori keagenan adalah hubungan
atau kontak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk
melakukan tugas untuk kepentingan principal. Menurut Jensen dan Meckling
(1976) hubungan keagenan di dalam teori agensi (agency theory) bahwa
perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik
sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus
penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu
hubungan yang timbul karena adanya kesepakatan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah daerah
(sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan pemerintah
pusat (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan
keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: (a) terjadinya informasi
asimetris (information asymmetry), di mana manajemen secara umum memiliki
lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi

operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (conflict of



interest) akibat ketidak samaan tujuan, di mana manajemen tidak selalu bertindak
sesuai dengan kepentingan pemilik.

Di dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, muncul dua perspektif
yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara rakyat dan
dengan legislatif dan legislatif dengan eksekutif. Dalam hubungan keagenan
antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal
(Halim dan Abdullah, 2006). Dalam hubungan dengan pemerintah pusat, pihak
legislatif adalah agen yang membela kepentingan prinsipal, akan tetapi, tidak ada
kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian
kewenangan eksekutif terhadap legislatif. Hal inilah yang sering menyebabkan
adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif sehingga anggaran

cenderung mengutamakan self-interest para pihak legislatif tersebut.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan
kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan
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menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan
anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,
kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terdiri

dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh
Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja,

transfer, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
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4. Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan
Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar

biasa.

5. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo
awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah

pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Negara/Daerah.

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dan Bendahara
Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.
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7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaram, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan

keuangan secara wajar.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan

laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan
perundang-undangan (statutory reports). Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan
di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran

tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hamzah (2007) menjelaskan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang
direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Menurut Halim (2004) kinerja

keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang
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dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi

daerah.

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga
terjadi upaya perbaikan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan dimasa
mendatang (Bastian, 2006). Menurut Mardiasmo (2004) pengukuran Kinerja
dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, dimaksudkan untuk membantu
memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat
membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal
ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah
dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, dimaksudkan untuk pengalokasian
sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, dimaksudkan untuk mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah
daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan. Untuk mengetahui prestasi sebuah organisasi
tertentu memerlukan ukuran atau kriteria sebagai indikator keberhasilan yang ini
dicapai. Halim (2004) mengatakan bahwa didalam penilaian indikator kinerja
sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah
daerah yaitu, (1) Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang
ditetapkan dalam APBD, (2) Efisiensi biaya, (3) Efektivitas program, (4)
Pemerataan dan keadilan. Menurut Halim (2012:232), menganalisis rasio
keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari
satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui

kecenderungan yang terjadi.
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Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang
bersumber dari APBD menurut Halim (2012: 232-241) antara lain adalah sebagai

berikut:

a. Rasio Kemandirian

b. Rasio Efektivitas

c. Rasio Efisiensi

d. Rasio Aktivitas

e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

f. Rasio Pertumbuhan.

2.1.4 Kemakmuran

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemakmuran
suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama
karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur
dari kesejahteraan juga berbeda. Kebanyakan dari penelitian terdahulu
kemakmuran dicerminkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan
dengan total pendapatan. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa
pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-
sumber PAD sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi
dibandingkan dengan daerah dengan PAD yang masih rendah. Berdasarkan
penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan bahwa PAD yang tinggi
dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi

pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan pemerintah daerah. Adi
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(2006) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan
memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik. Selain itu
penelitian Saragih (2003) dalam Sumarjo (2010) menyatakan bahwa peningkatan
PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang
positif akan mendorong investasi yang juga mendorong peningkatan perbaikan
infrastrukstur daerah. Peningkatan infrastruktur daerah diharapkan akan
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mencerminkan Kinerja pemerintah
daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD
merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai
modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah
untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan
tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui

Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Eksekusi Jaminan.

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Pajak daerah;

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah

iuran wajib yang dilakukan orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah;

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah

merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain

milik pemda.

2.1.5 Belanja Daerah

Belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum
negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah. Sedangkan dari basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Halim, 2012).
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Menurut Bastian (2006), secara umum prosedur belanja daerah bertujuan untuk:

a. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan
pendekatan informasi mengenai belanja, mulai dari pengakuan sampai
proses pencatatan.

b. Memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada
sehingga pemda dapat menghitung tingkat pengeluaran yang

memungkinkan karena disesuaikan dengan tingkat dana yang tersedia.

Pengelompokkan belanja daerah yang digunakan dalam Laporan Realisasi

Anggaran menurut Halim (2012) yaitu:

a. Belanja Operasi;

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Terdiri atas:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Hibah;
4. Belanja Bantuan Sosial;
5. Belanja Bantuan Keuangan
b. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja Modal termasuk:
1. Belanjatanah;

2. Belanja peralatan dan mesin;
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3. Belanja gedung dan bangunan;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial, dan rencana tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

pusat/daerah.

d. Transfer

Yang dimaksud dengan transfer disini adalah transfer keluar, yaitu
pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana
perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah

daerah.

2.1.6 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang
berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali
(Patrick, 2007). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah
pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan

daerah yang terdiri dari:



19

a. Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil dijelaskan
sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil
pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber

daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan bahwa
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-Undang No 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus,
selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional”.
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DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan

keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan

penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang

telah merupakan urusan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang

beragam. Tabel 2.1. berikut akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu

mengenai Kinerja keuangan pemerintah daerah.

dan Syafitri
(2012)

Karakteristik
Pemerintah Daerah
Terhadap Tingkat
Pengungkapan
Laporan Keuangan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Penulis Judul Hasil
1. | Kusuma dan Pengaruh Kemakmuran dan belanja
Handayani Karakteristik daerah memiliki pengaruh
(2017) Pemerintah Daerah positif terhadap kinerja
Terhadap Efisiensi keuangan pemerintah daerah.
Kinerja Keuangan Sedangkan ukuran
Pemerintah Daerah pemerintah daerah, tingkat
ketergantungan pada
pemerintah pusat, dan
leverage tidak memiliki
pengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.
2. | Setyaningrum Analisis Pengaruh Ukuran legislatif, umur

administratif Pemda,
kekayaan Pemda, dan
intergovernmental revenue
memberikan pengaruh
signifikan terhadap tingkat
pengungkapan wajib LKPD
pada tahun 2008-2009.
Variabel independen lain
yaitu ukuran Pemda,
diferensiasi fungsional,
spesialisasi pekerjaan,
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pembiayaan utang, dan rasio
kemandirian keuangan
daerah tidak berpengaruh
terhadap tingkat
pengungkapan wajib LKPD.

Sesostyaningtyas
(2012)

Pengaruh Leverage,
Ukuran Legislatif,
Dana perimbangan
dan Pendapatan Pajak
Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Leverage, ukuran legislatif,
dana perimbangan dan
pendapatan pajak daerah
berpengaruh secara simultan
terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah
Kabupaten/kota di Jawa.
Leverage, ukuran legislatif
dan dana perimbangan tidak
berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah
Kabupaten/kota di Jawa.
Pendapatan pajak daerah
berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.

Kusumawardani
(2012)

Pengaruh Size,
Kemakmuran, Ukuran
Legislatif dan
Leverage terhadap
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah di
Indonesia

Variabel size dan ukuran
legislatif berpengaruh
terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di
Indonesia. Sedangkan
kemakmuran dan leverage
tidak berpengaruh terhadap
Kinerja keuangan pemerintah
daerah di Indonesia.

Marfiana dan
Kurniasih (2013)

Pengaruh
Karakteristik
Pemerintah Daerah
dan Hasil
Pemeriksaan Audit
BPK Terhadap
Kinerja Keuangan
Daerah
Kabupaten/Kota

Ukuran pemerintah daerah,
tingkat kekayaan daerah, dan
opini audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah
di Pulau Jawa. Sedangkan
tingkat ketergantungan pada
pemerintah pusat dan jumlah
belanja daerah berpengaruh
positif signifikan terhadap
Kinerja keuangan pemerintah
daerah, serta ukuran legislatif
dan temuan audit
berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah
di Pulau Jawa.

Mustikarini dan

Pengaruh

Variabel ukuran daerah,
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Fitriasari (2012)

Karakteristik
Pemerintah Daerah
dan Temuan Audit
BPK Terhadap
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di
Indonesia Tahun
Anggaran 2007

kekayaan daerah, dan tingkat
ketergantungan daerah
terhadap pemerintah pusat
berpengaruh positif terhadap
skor kinerja Pemda.
Sedangkan variabel belanja
daerah dan temuan audit
BPK berpengaruh negatif
terhadap skor kinerja Pemda.

7. | Masdiantini dan | Pengaruh Ukuran Ukuran pemerintah daerah
Erawati (2016) Pemerintah Daerah, | dan opini audit berpengaruh

Kemakmuran, positif terhadap Kinerja

Intergovernmental keuangan pemerintah daerah

Revenue, temuan, dan | kabupaten/kota di Bali.

opini audit BPK pada | Sedangkan kemakmuran,

Kinerja Keuangan dana perimbangan dan
temuan audit tidak
berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah
kabupaten/kota di Bali.

8. | Suryaningsih Karakteristik Kemakmuran, status daerah,
dan Sisdayani Pemerintah Daerah dan belanja modal daerah
(2016) dan Opini Audit Pada | tidak berpengaruh pada

Kinerja Keuangan Kinerja keuangan. Sedangkan

Pemerintah Daerah tingkat ketergantungan pada
pusat dan opini audit
berpengaruh pada kinerja
pemerintah daerah.

9. | Lin(2010) Applying integrated Pendapatan pemerintah
DEA/AHP to evaluate | daerah berpengaruh positif
the economic terhadap kinerja pemerintah
performance of local | daerah di China.
governments in
China. European
Journal of
Operational Research

10. | Patrick (2007) The Determinant of Dana perimbangan

Organizational
Inovativeness: The
Adoption of GASB 34
in Pennsylvania Local
Government.
Unpublished Ph.D
Dissertation

merupakan salah satu salah
satu variabel dalam
menjelaskan karakteristik
pemerintah daerah
Pennsylvania.
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2.3 Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Pengukuran
kemakmuran suatu negara dapat dilakukan dengan berbagai macam ukuran yang
berbeda karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga
tolak ukur dari kemakmuran juga berbeda. Kemakmuran dapat dicerminkan
dengan pendapatan asli daerah (PAD) suatu pemerintah daerah. PAD yang tinggi
dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang
optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga memiliki tingkat
kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan PAD yang
masih rendah. Berdasarkan penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012)
menyatakan bahwa PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan
memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai
kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu penelitian Saragih (2003) dalam Sumarjo
(2010) menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang
juga mendorong peningkatan perbaikan infrastrukstur daerah. Peningkatan
infrastruktur daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Apabila jumlah pendapatan asli
daerah meningkat, maka kebutuhan daerah tersebut akan terpenuhi untuk
kemakmuran masyarakat.
Hy:  Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah di Lampung.
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2.3.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa

belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib

dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial,

fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Maka semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan
semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin

tinggi skor kinerja pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis kedua yang diajukan yaitu:

H,: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah di Lampung.

2.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemberian dana

perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh

karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah

pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan

semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini akan
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mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya

berasal dari pihak eksternal.

Selain itu jJumlah dana perimbangan yang tinggi yang diterima oleh pemerintah
daerah akan dapat menjadi sumber pembiayaan yang cukup bagi pemerintah
daerah sehingga mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional pemerintah
daerah dan mampu menciptakan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, jika
dana perimbangan yang diterima kecil maka pemerintah daerah mempunyai
kemungkinan untuk mengalami kekurangan dana untuk kegiatan operasionalnya

sehingga kinerja yang dihasilkan kurang optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Hs: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah di Lampung.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang
disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang
telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis,
sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.
Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk

merumuskan hipotesis (Sugiyono 2009: 60-61).
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Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kemakmuran, belanja
daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kemakmuran, belanja daerah, dan dana perimbangan yang diduga akan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kerangka pemikiran

teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.

Kemakmuran
(X4)
Kinerja Keuangan
Belanja Daerah Pemerintah Daerah
(X2) (Y)
Dana
Perimbangan (X3)

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis
Gambar.1: Pengaruh Kemakmuran, Dana perimbangan, dan Belanja Daerah
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Lampung selama
periode 2013-2016, yang berjumlah 15 Pemerintah Daerah (Pemda) dan terdiri
dari 13 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota. Adapun metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive
sampling. Pertimbangan dalam pengambilan sampel yang digunakan yaitu
Kabupaten dan Kota di provinsi Lampung yang mempublikasikan laporan
realisasi anggaran selama periode 2013-2016. Oleh karena itu terdapat 14
Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat yang berlaku sehingga jumlah total

pengamatan sebanyak 56 pengamatan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam
bentuk sudah jadi, hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain (Muhidin
dan Abdurahman, 2007: 17). Alasan menggunakan data sekunder ini yaitu dengan
pertimbangan bahwa data sekunder mempunyai validitas data yang dijamin oleh

pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Sumber data yang
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digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Laporan Realisasi
APBD Kabupaten/Kota di Lampung pada tahun 2013-2016 yang diperoleh dari
Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Lampung.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasikan dari satuan pengamatan.
Karakteristik yang dimiliki satuan pengamatan keadaannya berbeda-beda
(berubah-ubah) atau memiliki gejala yang bervariasi dari suatu satuan pengamatan
ke satu satuan pengamatan lainnya, atau untuk satuan pengamatan yang sama,
karakteristiknya berubah menurut waktu atau tempat (Muhidin dan Abdurahman,
2007). Dalam penelitian ini menggunakan variabel utama yaitu variabel dependen

dan variabel independen.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah
daerah. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur Kinerja keuangan ada
beberapa ukuran Kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi,
rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian (Hamzah, 2007). Proksi kinerja keuangan
dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi yang didasarkan pada penelitian
yang dilakukan oleh Maiyora (2015) karena efisiensi merupakan rasio yang umum
dan banyak digunakan dalam penelitian. Semakin tinggi rasio efisiensi maka

semakin buruk kinerja. Sedangkan semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan
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kinerja yang baik. Pengukuran variabel kinerja keuangan pemerintah daerah

dalam penelitian ini di proksikan dengan menggunakan rasio berikut:

1. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

output dan input atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah.

Efisiensi = Realisasi Pengeluaran
Realisasi Penerimaan

3.3.2  Variabel Independen

3.3.2.1 Kemakmuran

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan (Susanto dan
Murtini, 2014). Pengukuran kemakmuran suatu negara dapat dilakukan dengan
berbagai macam ukuran yang berbeda karena setiap orang memiliki pandangan
hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kemakmuran juga berbeda. Tingkat
kemakmuran suatu daerah salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan
pendapatan asli daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Berdasarkan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) kemakmuran
dicerminkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total
pendapatan . Penelitian Saragih (2003) dalam Sumarjo (2010) menyatakan bahwa
peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang juga mendorong
peningkatan perbaikan infrastrukstur daerah. Peningkatan infrastruktur daerah

diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mencerminkan
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kinerja pemerintah daerah. Kemakmuran dalam penelitian ini diproksikan dengan
perbandingan antara PAD dengan Total Pendapatan.

Kemakmuran = PAD
Total Pendapatan

3.3.2.2 Belanja Daerah

Pengukuran belanja daerah pada penelitian ini mengacu pada penelitian
Mustikarini (2012) yang mana variabel belanja diukur dengan total realisasi
belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan

transfer.

Belanja Daerah = In (Total Realisasi Belanja)

3.3.2.3 Dana Perimbangan
Proksi dari dana perimbangan dalam penelitian ini menggunakan perbandingan
antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Dana perimbangan diukur

dengan proksi yang sama dalam penelitian Sumarjo (2010).

Pengukuran ini dipilih dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan
daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kota madya) dan besarnya
ketergantungan pemerintah dari transfer pemerintah pusat (80%-98%)

(Suhardjanto et al., 2010).

Dana Perimbangan = Total_Dana_Perimbangan
Total Pendapatan
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3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis untuk menganalisa data. Untuk
menganalisa data dengan analisis regresi berganda digunakan SPSS 22. Sebagai
prasarat melakukan pengujian regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk

memastikan bahwa data penelitian memiliki sebaran data yang normal.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian, maka
harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada normalitas, multikolinieritas,

autokorelasi serta heterokedastisitas.

3.4.1.1 Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2009: 172) Penggunaan Statistik Parametris mensyaratkan
bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh
karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dulu akan
dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui
normal tidaknya suatu distribusi data (Muhidin dan Abdurahman, 2007:73).
Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti distibusi nomal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi

tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011: 160).

Untuk menguji data yang berdistribusi normal digunakan alat uji normalitas, yaitu
Probability Plot dan Kolmogorov-Sminov Test. Adapun dasar pengambilan

keputusan uji statistik Probability Plot yaitu:
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1. Jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya
maka dapat dikatakan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

2. Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis
diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak terdistribusi

normal.

Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Sminov

Test menurut Ghozali, (2011: 161) yaitu:

a. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) < 0,05 maka HO ditolak. Hal ini berarti data
tidak berdistribusi normal.
b. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) > 0,05 maka HO diterima. Hal ini berarti data

berdistribusi normal.

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regesi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal (variabel
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan

nol) (Ghozali, 2011 : 105).

Untuk mengukur multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance
dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jika nilai tolerance<0,1 dan VIF>10, mengartikan bahwa data tersebut terjadi
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multikolinearitas. Jika nilai tolerance>0,1 dan VIF<10, dapat diartikan tidak

terdapat multikolinearitas dalam data penelitian tersebut (Ghozali, (2011: 106).

3.4.1.3 Uji Autokorelasi

Tujuan dari dilakukan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam
sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika
terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang

baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 110).

Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model terdapat
autokorelasi atau tidak, pada penelitian ini menggunakan alat uji Runs Test.
Kriteria pengujian atau dasar pengambilan keputusan uji statistik Runs Test

menurut Ghozali, (2011: 111) yaitu :

a. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) < 0,05 maka HO ditolak. Hal ini berarti terjadi
gelaja autokorelasi.

b. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) > 0,05 maka HO diterima. Hal ini berarti tidak
terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam

penelitian.

3.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
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yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau

tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam
model regresi adalah dengan meihat pola gambar Scatterplots. Dasar pengambilan

keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan grafik Scatterplots yaitu:

1. Jika terdapat pola tertentu pada grafik Scatterplots, seperti titik-titik yang
membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian
menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas,

2. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka

indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2 Uji Hipotesis

3.4.2.1 Metode Regresi Linear Berganda

Dalam model penelitian ini terdapat satu variabel terikat yang berhubungan
dengan tiga variabel bebas sehingga analisis yang digunakan adalah analisis
regresi berganda. Analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada
penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung
mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial

ataupun simultan (secara bersama-sama).

Menurut Muhidin dan Abdurahman (2009, 198), analisis regresi berganda adalah
alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu

variabel terikat. Hal ini untuk membuktikan bahwa ada tidaknya hubungan
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fungsional atau hubungan kausal antara dua ata lebih variabel bebas terhadap

suatu variabel terikat.

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

KK=a+81PAD +[32BD +R3DP +e

Keterangan :

KK = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
PAD = Kemakmuran

BD = Belanja Daerah

DP = Dana Perimbangan

o = Konstanta

R1,.. B3 = Koefisien Regresi

e = Error / Variabel Gangguan

3.4.2.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinan merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel
independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinan
dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa
kemakmuran, belanja daerah dan dana perimbangan serta variabel dependen

berupa kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R2 berkisar antara 0 dan 1. Nilai
Adjusted R2 yang semakin mendekati 1 maka kemampuan model tersebut dalam

menjelaskan variabel dependen semakin baik. Sebaliknya, bila nilai Adjusted R2
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menjauh dari 1 maka kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel

dependen kurang baik (Ghozali, (2011: 190).

3.4.2.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Stastistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit. Dasar
pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka model regresi tidak fit (hipotesis ditolak).

2. Jika F-hitung > F-tabel, maka model regresi fit (hipotesis diterima).

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil
regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (o =5%). Jika nilai
signifikansi lebih besar dari o maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi
tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari o maka hipotesis diterima, yang

berarti bahwa model regresi fit.

3.4.2.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Uji statistik t dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98).
Uji statistik t ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 (0=5%).
Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria menurut Ghozali,

(2011: 100) sebagai berikut :
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1. Jikat hitung > t tabel atau probabilitas <0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini
berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jikat hitung < t tabel atau probabilitas>0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini
berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji
heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi
klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi
syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda.

Dalam penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah kemakmuran, belanja

daerah, dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah kabupaten/kota di Provins Lampung tahun 2013-2016. Berdasarkan
analisis yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan beberapa
kesimpulan sebagal berikut:

1. Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2016. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemakmuran yang diproksikan
dengan pendapatan asli daerah tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan pemerintah
daerah terhadap dana perimbangan yang cukup tinggi sehingga pemda kurang

menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Selain itu faktor



lainnya yaitu kurang adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
pusat mengenal pendapatan asli daerah.

2. Belanjadaerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2016. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka semakin tinggi pula
kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi belanja daerah semakin
tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga kinerja
pemerintah akan meningkat.

3. Danaperimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2016. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin tinggi pula pengawasan
yang diberikan sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan kinerjanya

yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

52 K eterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian ini diantaranya:

1. Hanyamenggunakan tingkat kemandirian sebagai indikator dalam
menentukan tingkat kemakmuran suatu daerah sehingga kurang mampu
merepresentasikan tingkat kemakmuran suatu daerah.

2. Sampel penelitian terbatas pada pemerintah daerah kabupaten/kota di

Provinsi Lampung. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk
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kabupaten/kota yang memiliki karakteristik sama halnya dengan sampel yang
diteliti contohnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang

mampu untuk menjelaskan variabel dependen secaralebih luas.

Implikasi Penelitian

5.3.1 Implikas Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan mengena pengaruh kemakmuran, belanja daerah, dan dana

perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.3.2 Implikas Praktis

Hasi| penelitian ini digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah mengenai kinerja keuangan pemerintah dalam menentukan

kebijakan kinerja keuangan daerah.

5.4

Saran

54.1 Saran Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah di Provins

Lampung menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah kurang efisien, maka

diharapkan:
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1. Pemerintah daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja
keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan
kinerja yang optimal.

2. Pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan

efisiensi anggaran.

5.4.2 Saran Bagi Pendliti Selanjutnya

1. Menambah variabel-variabel selain yang digunakan agar hasilnya dapat
terdefinisi dengan lebih sempurna seperti variabel ukuran daerah, leverage
dan ukuran legidatif.

2. Meninjau kinerja keuangan pemerintah daerah untuk provinsi-provinsi lain
yang memiliki karakteristik berbeda.

3. Pendliti selanjutnya diharapkan menggunakan proksi lain selain rasio efisiensi
dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya
adalah rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio efektivitas, DSCR, dan rasio
pertumbuhan.

4. Pendliti selanjutnya diharapkan menambahkan proks atau karakteristik lain
dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah seperti dengan

menggunakan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu daerah.
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